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Gender is more directed to the social construction by proposing a review of 
the aspects of sex. When the gender issue is analyzed based on the Islamic 
law, so it can not be avoided its discussion although it have to refer to  the 
provisions of Allah and the prophet based on the Qur'an and Sunnah. Based 
on the Islamic law, gender is a nature that must be used wthn their respective 
roles sustably, not to be exploited for the  momentary interest or certain 
group. So the restrictions in an absolute man-made law should refer to the 
provisions of the Syari’ah.  
 




Gender adalah salah satu isu sentral dalam kajian hukum Islam 
dewasa ini. Oleh sebab itu, mesti dipahami bahwa ketika 
membicarakan sesuatu dalam konteks hukum Islam akan sangat erat 
kaitannya dengan syari’ah dan fiqih. Hukum Islam dalam konteks 
syari’ah merupakan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku 
universal dan mutlak benar karena datang dari Allah Subhanahu wa 
Ta’ala. Berbeda halnya dengan membicarakan hukum Islam dalam 
koteks fiqih, ranah interpretasi begitu menonjol sehingga bermuara 
kepada berbagai pendapat yang sebagiannya sangat kontroversial.  
Persoalan gender yang akan dikemukakan pada pembahasan ini 
berdasarkan perspektif syari’ah dan fiqih. Supaya tidak berlarut-larut 
dalam kontroversi, maka penekanan utama adalah kepada aspek 
syari’ah, dengan pertimbangan bahwa syari’ah harus menjadi landasan 
utama dalam mendudukkan dinamika hukum Islam yang dipengaruhi 
 




oleh perubahan waktu, tempat, dan adat istiadat. Fokus utama kajian 
gender perspektif syari’ah adalah dengan mengungkap beberapa ayat 
al-Qur’an tentang persoalan dimaksud, sedangkan gender perspektif 
fiqih lebih mengedepankan pandangan yang dikemukakan oleh ulama 
yang pendapatnya sejalan dengan kandungan al-Qur’an. 
B. Gender Ditinjau dari Aspek Syari’ah 
Gender dalam artian jenis kelamin (Departemen Pendidikan 
Nasional: 352) dalam bahasa Arab disebut dengan istilah jins. Jins 
diartikan dengan kind, sort, variety, species, class, genius, category, 
sex (male, female), gender, race, nation (Hans Wehr). Dalam konteks 
umum, seluruh ayat al-Qur’an yang membicarakan manusia dengan 
berbagai aspeknya dapat dikaitkan dengan persoalan gender. Oleh 
sebab itu, cukup banyak ayat yang dapat dijadikan dasar argumentasi 
untuk membicarakan masalah gender. Beberapa surat dapat 
dikategorikan memuat tentang gender, seperti surat an-Nisa', an-Nur, 
al-Talaq, al-Mujadilah, begitu juga dengan surat al-Baqarah dan al-
'Ahzab. Ibrahim Mahmud (1998) menyebutkan beberapa ayat Al-
Qur’an yang membahas persoalan gender adalah berdasarkan uraian 
asal kata jins, diungkapkan hubungan gender nikah terdapat dalam: 
Qs. An-Nisa’: 22;  QS. Al-Baqarah: 221; QS. An-Nur ayat 3; QS. An-
Nisa’ Ayat 3; QS. An-Nur ayat 32-33; dan hubungan gender dengan 
aurat perempuan terdapat dalam: QS. Al-Mukminun ayat 5; QS. Al-
Ahzab ayat 35; QS. An-Nur ayat 31; QS. Al-Anbiya’ ayat 91; QS. At-
Tahrim ayat 12.  
Berhubung adanya berbagai keterbatasan, dalam tulisan ini 
hanya diulas beberapa ayat saja. Salah satu ayat yang merupakan 
prinsip dasar yang berhubungan dengan gender adalah QS. Al-Hujurat 
(49) ayat ke-13: 
Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 
saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 
mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 




taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
lagi Maha Mengenal. 
Salah satu pemahaman yang dapat diambil dari kandungan ayat 
di atas adalah bahwa jenis kelamin yang berbeda adalah fitrah ciptaan 
Allah terhadap manusia. Jenis kelamin itu bukan standar yang 
menentukan kualitas seseorang. Kualitas seseorang dinilai dari kadar 
ketaqwaannya. Artinya, siapapun dia, apapun jenis kelaminnya, ketika 
dia termasuk kelompok yang paling bertaqwa maka dia adalah orang 
yang paling mulia di sisi Allah.  
Ayat lain terdapat dalam QS. an-Nisa’: 24 yang menyebutkan 
sebagai berikut:  
Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, 
oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-
laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena 
mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta 
mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang 
taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak 
ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). 
Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, 
maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat 
tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka 
mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk 
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi 
Maha Besar (QS. an-Nisa’: 24) 
Bertitik tolak dari ayat di atas, dapat diketahui bahwa ada 
perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Konteks ayat dengan tegas 
menyebut bahwa laki-laki adalah qawwamuna (pemimpin) bagi kaum 
perempuan oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-
laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-
laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka, 
pemahaman sebaliknya (mafhum mukhalafah) dari konteks ayat ini 
adalah bahwa kaum perempuan tidak bisa menjadi pemimpin kaum 
laki-laki. Ayat ini membicarakan perbedaan antara jenis kelamin laki-
laki dan perempuan dari segi kepemimpinan dalam hubungannya 
dengan hal yang telah Allah berikan keutamaan dan persoalan nafkah. 
Ayat ini, membicarakan gender bukan sebagai suatu yang setara tetapi 
 




berbeda. Jika kita menggunakan dalil ayat ini, maka paham kesetaraan 
gender bermasalah dan wajar jika ada yang menyebut paham gender 
menyesatkan (Fahmi Salim). 
Salah satu hal prinsip yang tidak boleh diabaikan dalam 
mengungkap ayat di atas adalah bahwa perbedaan antara laki-laki dan 
perempuan adalah perbedaan peran dan tanggungjawab tinjauan 
Syari’ah, bukan kualitas dan bukan tinjauan sosial, karena pembeda 
sesungguhnya adalah tetap ketaqwaan. Jika suatu ketika laki-laki 
dalam menjalankan peran kepemimpinannya tidak amanah dan tidak 
bertanggungjawab, maka di saat itu laki-laki tersebut kualitasnya bisa 
saja berada jauh di bawah perempuan yang dipimpinnya. Oleh sebab 
itu, perbedaan yang ada mestinya tidak dijadikan alasan untuk 
mengobrak-abrik ayat dengan berbagai argumentasi sehingga terlihat 
seakan-akan gender adalah sesuatu ideal dan mesti diperjuangkan dan 
terkadang dalam banyak kesempatan mengatasnamakan Islam. 
Berdasarkan dua ayat di atas, menurut hemat penulis dapat 
dijadikan sebagai kerangka dasar untuk membingkai ayat-ayat lain 
yang berkaitan dalam menyorot persoalan gender. Dengan merujuk 
kepada ayat, dapat diketahui bahwa gender bukan ukuran kualitas 
seseorang di hadapan Allah (ukurannya hanya taqwa). Walaupun 
demikian, Allah memberikan peran dan tanggungjawab berbeda antara 
laki-laki dan perempuan secara biologis yang tidak boleh untuk 
dipertukarkan dengan alasan yang tidak dibenarkan. Sangat penting 
untuk ditegaskan bahwa perbedaan itu bukan alasan pembenar bahwa 
laki-laki segala super dibandingkan perempuan, perbedaan tidak lain 
dari ketetapan Allah atas hambanya yang berbeda jenis kelamin. 
Perlu kiranya diilustrasikan secara gamblang supaya tidak 
menjadi kesalahpahaman bahwa dalam konstruksi syari’ah, yang 
dikedepankan bukan perspektif gendernya, akan tetapi yang 
dikedepankan adalah Islam itu sendiri, karena gender jelas adalah 
konstruksi sosial yang penuh dinamika dan tidak terlepas dari 
kontroversial. Sebagai contoh, ditinjau dari paham gender bahwa 
pendapat yang menyebut peran perempuan hanya berkaitan dengan 




tiga hal saja, yaitu sumur, dapur, dan kasur (baca: sudaka) adalah hal 
yang sangat tidak adil terhadap perempuan dan menunjukkan 
marginalisasi terhadap perempuan.  
Peran perempuan yang dianggap tidak adil dan telah menjadi 
pameo ini, belum tentu dipandang sebagaimana pandangan perspektif 
gender oleh syari’ah. Seandainya memang ada perempuan yang 
menerima peran “sudaka” tersebut dengan ikhlas dan tetap dengan 
ibadah dan ketaatan, ini bisa jadi adalah perempuan penghuni surga 
yang sulit dicari sesuai dengan apa yang diingatkan oleh Allah dalam 
surat an-Nisa ayat 34 sebelumnya. Walaupun demikian, argumentasi 
yang terakhir ini tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk 
mengatakan bahwa tugas perempuan sangat terbatas, apalagi tidak 
boleh berkiprah di bidang sosial kemasyarakatan. Anggapan tentang 
terbatasnya peran perempuan dalam lingkup sosial kemasyarakatan 
tidak ditemukan argumentasinya melalui syari’ah. Oleh sebab itu, 
kesetaraan yang ada antara laki-laki dan perempuan perspektif syari’ah 
bukan konstruksi sosial melainkan ketetapan Allah atas hamba-Nya 
yang bersifat tetap dan mutlak benar. 
Beranjak dari perspektif al-Qur’an, selain perbedaan tugas dan 
tanggungjawab yang secara tegas disebutkan untuk laki-laki dan 
perempuan, maka sangat terbuka ruang bagi laki-laki maupun 
perempuan untuk terlibat secara aktif dalam berbagai aspek 
kehidupan. Hal ini dengan jelas diketahui dari peran yang dimainkan 
oleh para Sahabat di masa Nabi, berhubung dalam masalah gender 
sering secara khusus yang disorot adalah perempuan. Perhatikanlah 
kembali begitu vitalnya peran Khadijah dan ‘Aisyah dalam membantu 
kesuksesan misi risalah Nabi Muhammad Saw. Keduanya adalah istri 
Nabi Muhammad Saw dan ummul mu’minīn yang telah banyak berjasa 
dalam mendakwahkan Islam melalui peran mereka di sektor-sektor 
yang oleh sebagian kalangan dianggap milik kaum pria.  
Khadijah adalah sosok perempuan muslimah yang sekaligus juga 
perempuan pengusaha yang sangat berhasil. Keterlibatannya dalam 
dunia bisnis menunjukkan bahwa tidak ada kaitan dan batasan yang 
dibuat oleh syari’ah tentang masalah ini. Sehubungan dengan itu, 
 




Aisyah juga banyak memberikan pengajaran kepada umat Islam 
melalui hadis-hadis yang diterimanya dari Nabi. Begitu juga halnya, 
sejak lebih dari empat belas abad yang lalu Islam telah memberikan 
hak mengelola finansialnya sendiri kepada kaum perempuan dan 
membuatnya lebih berarti melalui pemberian mahar bagi setiap 
pengantin perempuan serta dengan memberikan hak atas sebagian 
warisan keluarga. Semua fakta ini menunjukkan, syari’ah Islam 
membuka ruang yang sangat luas kepada perempuan untuk berkiprah. 
Syari’at Islam tidak membedakan manusia atas dasar jenis 
kelamin. Perbedaan peran dan fungsi tidak berarti terjadinya 
diskriminasi atau degradasi satu sama lain. Manusia memiliki hak-hak 
umum untuk hidup dalam martabat, hak untuk memiliki bekal hidup 
dan hak-hak sosial dan sipil. Dalam kaitannya dengan masa depan 
bahwa manusia memiliki hak untuk memilih mitra masa depannya, 
Islam memberikan perempuan hak untuk memilih pasangan hidup 
sendiri. Nabi menyebutkan telah memberikan kembali hak seorang 
gadis untuk memilih suami yang sebelumnya mengeluh bahwa 
ayahnya memaksanya untuk menikah. Seorang perempuan juga berhak 
untuk berpenampilan indah, apabila dia cukup sempurna dan bagus 
moralnya. Perempuan berhak  untuk memiliki hubungan sosial dengan 
orang lain, dan berpartisipasi dalam mengelola dan membangun 
komunitasnya. Bila seorang suami berhak atas perceraian, seorang istri 
juga memiliki hak yang sama, untuk alasan dan prosedur yang 
berbeda, dan keduanya memiliki hak yang sama bahkan sampai 
kepada urusan kepuasan seksual. Tentang hal ini, terungkap fakta 
bahwa ada sahabat yang menjalani sholat sepanjang malam, Nabi 
menegur dengan sabdanya yang berarti: istrimu memiliki hak atas 
kamu, jadi tetapkanlah setiap haknya (Al-Bukhari). Dalam hal ini, Al-
Quran dalam Surat al-Baqarah :228 menyatakan yang artinya: Dan 
para perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya 
menurut cara yang patut.  
Perempuan juga memiliki hak terhadap posisi kepemimpinan 
dalam masyarakat. Hadis yang dikutip menunjukkan kegagalan 
seorang perempuan dalam peran kepemimpinan dalam suatu bangsa, 




ternyata telah keluar dari konteks. Hadits tersebut tentang 
pengangkatan putri kaisar Persia setelah kejatuhan ayahnya. Nabi 
berkomentar (al-Bukhari): mereka tidak akan pernah menang, orang 
yang menyerahkan kepemimpinan kepada seorang perempuan, yang 
mengacu pada anak perempuan sang kaisar. Ini juga tidak 
berhubungan dengan sebuah hadis yang mendeskripsikan perempuan 
kurang baik dalam agama maupun kognisinya dengan cara 
menyamakan dua saksi perempuan dengan satu saksi pria dalam 
beberapa proses peradilan tertentu dan dalam mendokumentasikan 
transaksi bisnis, dan periode menstruasi di mana mereka dibebaskan 
dari beberapa ritual.  
Persoalan gender dalam perspektif syari’ah bukanlah 
keberpihakan kepada salah satu pihak (sebut perempuan). Akan tetapi, 
Islam menempatkannya secara seimbang, di mana masing-masing 
pasangan melengkapi yang lain. Hal ini tidak aneh bahwa pola 
pandang Islam berisikan beberapa poin ketidaksetaraan antara pria dan 
perempuan, karena terdapat perbedaan alami antara gender. Ada 
perbedaan dalam identitas alami, struktur tubuh, dorongan dan reaksi 
seksual, fungsi dan implikasi reproduksi, serta hormon. Laki-laki dan 
perempuan terdapat juga perbedaan dalam kemampuan untuk 
mempengaruhi orang lain, dalam respon terhadap rangsangan, 
fleksibilitas, tingkat ketergantungan, keinginan untuk menyerah, 
kesiapan, dan konsentrasi. Al-Khisht (1984) menguraikan perspektif 
Islam mengenai kesetaraan seperti yang diungkapkan dalam al-Quran, 
nilai kemanusiaan (57: 39), martabat dan kehormatan (49: 13), 
perbuatan baik dan manfaatnya (3:159), tanggung jawab pribadi dan 
umum (4: 32), (16: 97), (4: 124), (9: 71), (9: 67-68), hukuman bagi 
hubungan luar nikah (05: 38), (24: 2), hak-hak sipil (dalam pemilihan 
seorang mitra untuk perkawinan, dan dalam belajar dan mengajar), 
pengeluaran pendapat (58: 1), dan hak atas pemutusan perkawinan 
(talak untuk suami, dan khul' untuk seorang istri, yang melibatkan 
prosedur yang berbeda). Namun, Islam mengakui perbedaan dalam 
beberapa poin berdasarkan ciri-ciri alam dan psiko-kognitif, beberapa 
tugas ibadah di mana perempuan dibebaskan dari sholat, puasa, 
melakukan thawaf dan memegang al-Quran selama menstruasi dan 
 




pendarahan pasca melahirkan, beberapa aturan hukum, seperti 
tanggung jawab yang kurang bagi perempuan, dan ketidaksamaan 
dalam pemeliharaan, di mana seorang perempuan tidak akan 
bertanggung jawab atas beban keuangan keluarga, dan segala sesuatu 
bertumpu pada pria, bahkan selama masa tunggu perceraian (al-Quran 
65: 6-7 dan 2: 33), seorang perempuan bahkan dapat menggunakan 
uang pria (suami) untuk kebutuhan keluarga yang normal tanpa 
sepengetahuannya. Ketimpangan ada juga di masalah warisan (4: 11-
12, 176), saksi di mana al-Quran 2: 282 mensyaratkan didokumentasi 
pinjaman yang akan membutuhkan saksi dua laki-laki, atau seorang 
pria dan dua perempuan; dengan alasan dua perempuan dengan 
seorang pria, dengan kemungkinan bila salah satu dari dua perempuan 
tersebut lupa, yang lain akan dapat mengingatkannya, hak untuk 
poligami (4: 3), pengelolaan urusan (4: 34) di mana pria akan 
bertanggung jawab, penanganan ketidaksetiaan (4: 34, dan 128), dan 
melaksanakan hak perceraian (2: 226-230, 65: 1-2, 4: 19). Satu catatan 
di sini bahwa banyak point-point ketidaksetaraan ini dipertanyakan 
oleh kelompok liberal serta beberapa non-Muslim yang membuat 
upaya serius untuk memiliki gambaran global tentang semua point 
kesetaraan dan ketidaksetaraan. Namun ciri–ciri psiko-kognitif natural 
yang merupakan kerangka utama perbedaan tersebut tidak dapat 
diabaikan atau diremehkan. 
Sunnah Nabi, telah memberikan peran yang besar kepada kaum 
perempuan untuk turut menentukan nasib umat. Ummu Salamah, salah 
satu sahabat perempuan, telah memberikan satu nasihat yang berharga 
pada saat Nabi Muhammad Saw menghadapi situasi yang kritis pada 
awal penyebaran Islam. Sebagian koleksi hadis disampaikan oleh 
kaum perempuan dan juga banyak di antara ahli-ahli hukum yang 
dididik oleh kaum perempuan. Namun demikian, kaum Muslim yang 
hidup dalam perangkap kejahiliahan masa kini dan juga masa lalu 
selalu membatasi cakupan hak dan kewajiban perempuan muslim 
dengan mengatasnamakan agama Islam.  
 




C. Gender Ditinjau dari Aspek Fiqih 
Gender ditinjau dari aspek fiqih akan memunculkan beragam 
pendapat dengan argumentasi masing-masing. Pendapat yang masih 
berserakan itu tetap bermuara kepada dua kelompok, yakni pendapat 
yang menyatakan pro dan kontra. Secara ilmiah dua pendapat ini dapat 
saja dikatakan benar tergantung argumentasi yang mendasarinya. 
Landasan fiqih bukan sekedar argumentasi ilmiah melainkan 
bernuansa syari’ah, maka alasan pembenar untuk masing-masing 
pendapat harus berdasarkan syari’ah, bukan sekedar penafsiran 
terhadap syari’ah (Fa iza tanaza’tum fi syai-in farudduhu ilallahi 
warrasuli). 
Banyaknya pendapat dan paham yang menyuarakan tentang 
gender, tidak mungkin diakamodir dalam tulisan ini. Oleh sebab itu, 
sebagai bagian dari konstruksi syari’ah, maka difokuskan kepada 
pendapat yang dianggap mewakili pemahaman yang linear dengan 
syari’ah. Di antara pendapat tersebut adalah pendapat al-Qaradhawi 
dan al-Ghazali. Al-Qaradhawi membahas berbagai topik melalui buku-
buku, ceramah dan fatwanya. Sedangkan al-Ghazali (1990) 
mengungkapkan pendapat komprehensif berkaitan dengan gender, 
mengkritik pengaruh tradisi lokal dan asing, begitu juga dengan 
pandangan  yang sangat ekstrim dan liberal.  
Menurut Al-Qaradhawi, ada dua model orang telah tidak adil 
terhadap perempuan. Model pertama, model kebarat-baratan yang 
ingin memaksakan tradisi Barat, yang meliputi dekadensi dan kurang 
memiliki nilai terutama nilai agama, dan menyimpang dari hal normal, 
yang cenderung menjauh dari jalan Allah. Sedangkan model kedua 
termasuk mereka yang memaksa tradisi-tradisi lain pada perempuan, 
tetapi ini adalah tradisi Timur (bukan tradisi Barat). Tradisi tersebut 
diberi ‘warna’ agama. Mereka yang membuat klaim tersebut membuat 
hal-hal yang ada dari sisi mereka sendiri; berdasarkan apa yang 
mereka pahami, atau pandangan bahwa mereka dimulai atau dipilih 
karena sesuai dengan pandangan mereka terhadap perempuan dan 
tidak menghormati kaum perempuan, agamanya, otaknya atau 
perilakunya. 
 




Berkaitan dengan hal di atas, Al-Ghazali (1990: 15-16) 
menyebutkan bahwa Islam mengakui kesetaraan antara pria dan 
perempuan di mana Islam memperhatikan hak dan tanggung jawab, 
dan dalam hal tertentu, terdapat perbedaan, di mana perbedaan itu 
terkait dengan sifat asal dan fungsi. Dasarnya adalah Allah Maha 
Kuasa berkata: "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang 
yang beramal di antara kamu, baik pria maupun perempuan, (karena 
sebagian dari kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. (Q.S. 
3:195), dan Allah berkata: "Barang siapa yang mengerjakan amal 
saleh, pria atau perempuan, dan memiliki Iman, sesungguhnya, 
baginya akan Kami berikan kehidupan baru, kehidupan yang baik dan 
murni, dan Kami akan melimpahkan pahala yang lebih baik sesuai 
apa yang telah mereka kerjakan. " (Q. 16: 97).  Ada tradisi yang 
dilembagakan oleh orang-orang, yang tidak diperintahkan oleh Tuhan 
mereka, dan yang mendegradasikan posisi perempuan baik secara 
budaya dan sosial yang menempatkan mereka dalam kegelapan 
sebagaimana di jaman jahiliyah. 
Lebih lanjut Al-Ghazali (35-36 dan 154-157) mengulas tentang 
pemahaman dan pelaksanaan qawamah, dan memandang bahwa 
kesulitan agama adalah pada orang yang mengubah wacana dari arah 
yang benar, dan mengangkat hadis yang lemah ke posisi ayat-ayat 
yang jelas dan hadis yang terdengar jelas. Menurutnya siapa pun yang 
memiliki pemahaman yang benar mengenai al-Quran akan tahu bahwa 
terdapat kesetaraan antara pria dan perempuan. Pria qawamah dalam 
keluarga tidak berarti kehilangan kesetaraan, seperti halnya 
penyampaian dari warga yang ditujukan pada pemerintah mereka; 
tidak berarti sebagai penundukkan dan penaklukan. Posisi pria 
terhadap perempuan atau sebaliknya digambarkan sebagai berikut: 
"Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi 
mereka. " Di rumah seorang muslim, terdapat batas yang ditentukan 
oleh aturan Allah (Hudud Allah), yang disebut enam kali dalam dua 
ayat, al-Baqarah : 229-230. 
 





Gender menurut hukum Islam diletakkan dalam proporsi yang 
semestinya, karena gender dalam pengertian jenis kelamin, merupakan 
fitrah ciptaan Allah dan diatur berdasarkan ketentuan Allah. Karena 
itu, laki-laki dan perempuan dapat berkiprah sesuai dengan fitrahnya 
yang mestinya tidak dibatasi oleh aturan hukum buatan manusia. 
Kalau ada kalangan yang berpandangan, ayat Al-Qur’an dan sunnah 
shahihah bias gender, yang menjadi masalah bukanlah ayat dan 
sunnahnya, akan tetapi pandangan yang dimunculkan oleh kalangan 
tersebutlah inti permasalahannya. Oleh sebab itu, memunculkan aturan 
hukum buatan manusia yang berspektif gender sangat memungkinkan 
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